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- Merupakan Requirement 7.4 dan 8.5 Standar EITI 2016

- Disyaratkan untuk dipublikasikan paling lambat 1 Juli
pada tahun berikutnya.

- Progress Report Tahun 2015 seharusnya

dipublikasikan 1 Juli 2016.

- Dewan EITI Internasional memberi batas waktu publikasi
laporan hingga akhir tahun berikutnya.

- Sekretariat EITI Indonesia telah berkonsultasi dengan
Sekretariat EITI Internasional dan akan mempublikasikan
laporan setelah persetujuan Tim Pelaksana.

- Apabila hingga akhir tahun laporan tak dipublikasikan,
negara yang bersangkutan akan mendapat sanksi
suspensi.

- Draft laporan telah disebarkan ke anggota Timlak tanggal
11 Agustus 2016
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@l 1. PENILAIAN UMUM PELAKSANAAN EITI 2015
(Berdasarkan Rencana Kerja pada Tahun Sebelumnya)
a. Penyelesaian Laporan EITI 2012 -2013

b. Kegiatan Komunikasi EITI

c. Tindak Lanjut Rekomendasi dari Laporan EITI

d. Persiapan Laporan EITI 2014

e. Persiapan Pembuatan Portal Data
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@ 2. PENILAIAN DARI AKTIVITAS YANG ADA DALAM RENCANA
KERJA

a. Penyelesaian Laporan EITI 2012-2013
- Laporan telah dipublikasikan 23 November 2015
b. Partisipasi dalam Pelaksanaan EITI
c. Kegiatan Komunikasi
d. Capacity Building
d. Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan
d. Persiapan Laporan EITI ke-4 (Tahun Kalender 2014)
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@ 3. PENILAIAN DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN EITI
a. Peran Aktif Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan EITI
b.Waktu Publikasi Laporan EITI

c. Informasi Kontekstual dalam Laporan EITI

d.Laporan EITI yang Lengkap meliputi Laporan Migas dan Minerba
dari sisi Pemerintah dan Perusahaan

e.Proses yang Kredibel sesuai Standar Internasional

f.Laporan yang lengkap, disebarkan secara luas, mudah diakses, dan
mendorong debat publik.

g.Tim Pelaksana melakukan Review Dampak Pelaksanaan EITI
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@& 4. TANGGAPAN TIM PELAKSANA PADA REKOMENDASI DARI
PROSES REKONSILIASI (DAN PROGRESSNYA)

a. Informasi yang tak dapat diakses
- Inameta
- Kontrak
- Pendefinisian “Beneficial Owner”

b. Pembukaan data pajak

- Pembukaan data penerimaan pajak tanpa surat kuasa dari
perusahaan

c. Jumlah perusahaan pelapor
- Adanya penghargaan dan sanksi untuk perusahaan
- Publikasi perusahaan yang tak melapor
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@& 4. TANGGAPAN TIM PELAKSANA PADA REKOMENDASI DARI
PROSES REKONSILIASI (DAN PROGRESSNYA)

d. Perbedaan identifikasi volume gas
- Penentuan standar volume gas

e. Perbedaan penghitungan di sektor Minerba

- Perbedaan Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi
Instansi (SAl)

f. Scoping Study
- Penambahan entitas pelapor
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5. KEKUATAN DAN KELEMAHAN DALAM PELAKSANAAN EITI
1. KEKUATAN DALAM PELAKSANAAN EITI

a. Komitmen Tim Pelaksana untuk pelaksanaan EITI, termasuk
penyelesaian laporan yang lebih berdampak.

b.Kerjasama dari anggota Tim Pelaksana untuk penyelesaian masalah
terkait EITI

c.Koalisi PWYP terdiri dari 36 Organisasi di hampir semua Provinsi di
Indonesia sangat mendukung pelaksanaan EITI

d.PIC Tim Pelaksana mempermudah Komunikasi Tim Pelaksana
e.Adanya wacana untuk membentuk Tim Transparansi di tingkat lokal




Extractive
Industries
Transparency
Initiative

ISI PROGRESS REPORT TAHUN 2015 : INDONESIA

5. KEKUATAN DAN KELEMAHAN DALAM PELAKSANAAN EITI
2. KELEMAHAN DALAM PELAKSANAAN EITI
a. Tak ada sanksi bagi Perusahaan yang tak melapor

b. Isu transparansi bukan merupakan prioritas tertinggi
pemerintah sehingga perlu peningkatan awareness

c. Proses finansial yang panjang mempersulit
penyelesaian laporan tepat waktu

! 6. TOTAL BIAYA PELAKSANAAN EITI
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- INDONESIA
o4 Tanggapan/Masukan :

g SKK Migas (tanggal 16 Agustus 2016)
- Rekomendasi pembukaan kontrak

- PSC/Kontrak Kerja Sama bukan informasi publik yang
dapat diakses seluruh pihak

-  SKK Migas dapat menyediakan informasi
DRAFT PSC yang memuat ketentuan dalam PSC

A - Rekomendasi standardisasi conversion rate volume gas

- Dalam template yang baru, KKKS akan mengisi data
sesual dengan kebutuhan EITI report
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